TATA CARA MELAKSANAKAN KEPUTUSAN KOMISI

INFORMASI YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
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MAJELIS KOMISIONER MELAKUKAN MUSYAWARAH UNTUK MEMUTUSKAN PERKARA
MUSYAWARAH DILAKUKAN SECARA TERTUTUP DAN SIFATNYA RAHASIA
MUSYAWARAH DIPIMPIN OLEH MAJELIS KOMISIONER

PASAL 60

(1)
)}
@3

APABILA MUSYAWARAH TELAH DILAKUKAN SECARA SUNGGUH-SUNGGUH DAN MAJELIS KOMISIONER TIDAK DAPAT MENGAMBIL
PUTUSAN SECARA MUFAKAT, PUTUSAN DIAMBIL MELALUI SUARA TERBANYAK.

DALAM HAL MAJELIS KOMISIONER TIDAK DAPAT MENGAMBIL PUTUSAN MELALUI SUARA TERBANYAK, SUARA KETUA MAJELIS
KOMISIONER YANG MENENTUKAN.

PENDAPAT KOMISIONER YANG BERBEDA DARI PUTUSAN YANG DIAMBIL, DILAMPIRKAN DALAM PUTUSAN KECUALI JIKA YANG
BERSANGKUTAN TIDAK MENGHENDAKI.
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PUTUSAN MAJELIS KOMISIONER DIUCAPKAN DALAM SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM;
PUTUSAN SEBAGAIMANA AYAT (1) SEKURANG-KURANGNYA BERISI:
A. KEPALA PUTUSAN ;
B. IDENTITAS LENGKAP PARA PIHAK;
C. RINGKASAN PERMOHONAN SIDANG AJUDIKAS| BESERTA ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN;
D. RINGKASAN JAWABAN TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN INFORMASI BESERTA ALASAN YANG MENDUKUNG, SIKAP ATAU
TANGGAPAN TERMOHON;
PERTIMBANGAN MENGENAI FAKTA YANG DIPEROLEH DALAM PEMERIKSAAN SIDANG AJUDIKASI SERTA PERTIMBANGAN
HUKUM ATAS SENGKETA YANG DIPERIKSA, TERMASUK DI DALAMNYA MENGENA! KOMISI INFORMASI UNTUK MENGADILI
SENGKETA TERSEBUT SERTA KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON;
F. AMAR PUTUSAN/PERNYATAAN KESALAHAN/KEBENARAN MASING-MASING PIHAK YANG BERISI SALAH SATU ATAU BEBERAPA

PUTUSAN DIBAWAH INI :

1. MENETAPKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMOHONKAN ADALAH INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIBUKA ATAU
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

2. MEMBATALKAN PUTUSAN ATASAN PPID DAN MEMERINTAHKAN TERMOHON UNTUK MEMBERIKAN SEBAGIAN ATAU
SELURUH INFORMASI YANG DIMINTA OLEH PEMOHON INFORMASI PUBLIK.

3. MENGUKUHKAN PUTUSAN ATASAN PPID UNTUK TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG DIMINTA SEBAGIAN ATAU
SELURUNYA SEBAGAIMNA DIMAKSUD DALAM PASAL (17) UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

4. MEMERINTAHKAN PPID UNTUK MENJALANKAN KEWAJIBANNYA SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM UNDANG-
UNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMAS! PUBLIK DAN/ATAU PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN
2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

5. MEMERINTAHKAN BADAN PUBLIK UNTUK MEMENUHI KEWAJIBANNYA DALAM JANGKA WAKTU PEMBERIAN INFORMASI
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK DAN / ATAU PERATURAN KOMIS! INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI
PUBLIK.

6. MENGUKUHKAN PERTIMBANGAN ATASAN BADAN PUBLIK ATAU MEMUTUSKAN SENDIRI MENGENAI BIAYA
PENELUSURAN DAN/ATAU PENGGANDAAN INFORMASI.

G. HARI DAN TANGGAL MUSYAWARAH MAJELIS KOMISIONER
H. HARI DAN TANGGAL PUTUSAN DIUCAPKAN, NAMA MAIELIS KOMISIONER YANG MEMUTUS DAN NAMA PETUGAS

KEPANITERAAN YANG MENCATAT PERSIDANGAN.

. LAMPIRAN MENGENAI PENDAPAT KOMISIONER YANG BERBEDA DARI PUTUSAN YANG DIAMBIL (DISSENTING OPINION), JIKA

ADA DAN DIKEHENDAKI OLEH YANG BERSANGKUTAN.

J.  LAMPIRAN MENGENAI PERMOHONAN DAN TANGGAPAN PARA PIHAK , DALAM HAL DIANGGAP PERLU UNTUK MEMPERIJELAS

PUTUSAN.

PUTUSAN TIDAK BOLEH MEMUAT TENTANG PERINCIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

PUTUSAN MAJELIS KOMISIONER MENGIKAT PARA PIHAK SEJAK DIBACAKAN DALAM SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM.

SALINAN PUTUSAN DIBERIKAN KEPADA PARA PIHAK DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMBAT 3 (TIGA) HARI KERJA SEJAK PUTUSAN
DIUCAPKAN.

SEGERA SETELAH SALINAN KEPUTUSAN DIBERIKAN KEPADA PARA PIHAK, PUTUSAN DIMASUKKAN KEDALAM SITUS RESMI KOMISI
INFORMASI.
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TERHADAP PUTUSAN MAJELIS KOMISIONER DAPAT AJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL (47)
UNDANG-UNDANG NMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM WAKTU PALING LAMBAT 14
(EMPAT BELAS) HARI SEJAK PUTUSAN DITERIMA DAN SALAH SATU ATAU KEDUA BELAH PIHAK MENYATAKAN SECARA TERTULIS
TIDAK MENERIMA PUTUSAN TERSEBUT.

KETUA MAIELIS KOMISIONER MENJELASKAN HAK — HAK PEMOHON DAN TERMOHON SEBAGAIMNA DIMAKSUD PADA AYAT (1)
SEBELUM MENUTUP PERSIDANGAN TERAKHIR.



